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                                                                                ABSTRAK  
  
            Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara terpadu dampak sosial dan lingkungan akibat kegiatan 

pertambangan terbuka di Papua Barat, dengan fokus pada tiga wilayah utama yaitu Teluk Bintuni, Fakfak, dan Pulau Gag. 

Pendekatan mixed-method digunakan melalui kombinasi analisis spasial penginderaan jauh, uji laboratorium lingkungan, 

serta survei sosial partisipatif. Data spasial diolah menggunakan perangkat lunak ArcGIS Pro 3.2 dan QGIS 3.34, 

sedangkan data sosial diperoleh dari ±60 responden melalui wawancara dan Focus Group Discussion (FGD) yang diolah 

dengan NVivo 14. Hasil penginderaan jauh menunjukkan peningkatan luas deforestasi hingga lebih dari 1.000 hektar 

selama periode 2013–2024, disertai penurunan nilai Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) dari 0,78 menjadi 

0,40. Analisis laboratorium memperlihatkan peningkatan kadar logam berat timbal (Pb) dan tembaga (Cu) yang melebihi 

baku mutu lingkungan nasional. Dari sisi sosial, indeks kepuasan masyarakat menurun hingga 40 poin, dipengaruhi oleh 

hilangnya lahan adat, penurunan kualitas air, dan keterbatasan akses terhadap sumber penghidupan. Korelasi negatif antara 

luas deforestasi dan indeks sosial (R² ≈ 0,78) menguatkan keterkaitan antara degradasi ekologis dan ketidakstabilan sosial 

masyarakat adat. Penelitian ini merekomendasikan penerapan reklamasi progresif berbasis spesies endemik, pemantauan 

independen kualitas lingkungan, serta penguatan mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) sebagai langkah 

menuju tata kelola pertambangan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan di Papua Barat. 
 
Kata Kunci:  Mixed-Method, Penginderaan Jauh, Sosial Lingkungan, Deforestasi, Degradasi Ekologis. 

 
 

ABSTRACT 
 
This study provides an integrated assessment of the social and environmental impacts of open-pit 

mining in West Papua, Indonesia, focusing on three major mining regions: Teluk Bintuni, Fakfak, and Gag 
Island. A mixed-method approach was employed, combining remote sensing-based spatial analysis, 
environmental laboratory testing, and participatory social surveys. Spatial data were processed using ArcGIS 
Pro 3.2 and QGIS 3.34, while social data were collected from approximately 60 respondents through 
interviews and focus group discussions (FGDs) analyzed with NVivo 14. Remote sensing analysis revealed a 
significant increase in deforestation, exceeding 1,000 hectares between 2013 and 2024, accompanied by a 
decline in the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) from 0.78 to 0.40. Laboratory results indicated 
elevated concentrations of lead (Pb) and copper (Cu) exceeding national environmental quality standards. 
Social assessments showed a 40-point decline in community satisfaction indices, driven by land loss, reduced 
water quality, and restricted access to traditional livelihoods. A strong negative correlation (R² ≈ 0.78) 
between deforestation extent and social well-being indicates the interdependence between ecological 
degradation and local social instability. The study recommends the implementation of progressive reclamation 
using endemic plant species, independent environmental monitoring, and the Free, Prior, and Informed 
Consent (FPIC) mechanism to promote socially equitable, participatory, and sustainable mining governance 
in West Papua. 
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1. PENDAHULUAN 

 
Pertambangan terbuka (open-pit mining) di kawasan 

tropis telah menjadi bentuk dominan eksploitasi sumber 
daya mineral. Aktivitas ini menghasilkan manfaat ekonomi 
yang besar, namun juga menimbulkan dampak ekologis 
dan sosial yang signifikan [1], [2], [3]. Di Papua Barat, 
kegiatan tersebut mempercepat deforestasi, fragmentasi 
habitat, penurunan keanekaragaman hayati, serta 
perubahan kualitas air dan tanah. Dampak lingkungan 
tersebut terjadi bersamaan dengan distribusi manfaat 
ekonomi yang tidak merata, sehingga menciptakan 
ketimpangan sosial dan konflik sumber daya di tingkat 
lokal [4], [5]. 

Secara ekologis, tambang terbuka mengubah bentang 
alam dan mengurangi luasan habitat alami. Aktivitas ini 
memicu penurunan jumlah spesies, peningkatan erosi 
tanah, serta pencemaran air dan tanah di sekitarnya [6], [7], 
[8]. Studi di wilayah Papua dan Melanesia melaporkan 
bahwa deforestasi akibat tambang bersifat berkelanjutan, 
disertai fragmentasi ekosistem dan pencemaran hilir akibat 
pembuangan tailing yang sulit dipulihkan bahkan setelah 
penutupan tambang [9], [10]. 

Penelitian pasca-tambang menunjukkan bahwa 
revegetasi selama lebih dari satu dekade belum mampu 
mengembalikan tingkat keanekaragaman hayati seperti 
kondisi hutan primer [8], [11], [12], [13], [14]. Selain itu, 
tanah di sekitar area tambang sering mengalami akumulasi 
logam berat seperti timbal (Pb) dan tembaga (Cu), yang 
menurunkan kesuburan tanah dan fungsi ekologis lahan 
[6], [15], [16]. 

Dampak sosial juga menjadi perhatian penting. 
Berbagai studi menunjukkan keterkaitan erat antara 
aktivitas pertambangan dan penggusuran masyarakat adat, 
degradasi budaya, serta peningkatan risiko kesehatan 
masyarakat [17], [18], [19], [20], [21]. Kasus di tambang 
Grasberg/Freeport, misalnya, memperlihatkan kehilangan 
tanah adat masyarakat Amungme dan Kamoro, serta 
melemahnya sistem kepemilikan tradisional dan nilai 
budaya lokal [4], [11], [22]. Selain itu, konflik mengenai 
kompensasi, hak atas tanah, dan distribusi pendapatan 
sering muncul. Hal ini diakibatkan oleh ketimpangan 
kekuasaan dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam 
pengambilan keputusan [5], [12], [23], [24]. 

Secara ekonomi, sektor ini memang meningkatkan 
pendapatan sebagian masyarakat dan mempercepat 
pembangunan infrastruktur lokal, seperti yang terjadi di 
Pulau Gag dan proyek nikel di Raja Ampat [12], [13]. 
Namun, manfaat tersebut masih terkonsentrasi pada 
kelompok tertentu, sehingga sebagian besar masyarakat 
adat tetap termarjinalisasi [4]. Pola serupa terlihat di 
tambang Melanesia seperti Ok Tedi dan Porgera, yang 
memperlihatkan hubungan erat antara pengelolaan limbah 
yang buruk, pencemaran lingkungan, dan konflik sosial 
berkepanjangan [1], [25], [26]. 

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan 
integratif yang menggabungkan analisis spasial lingkungan 
dan penilaian sosial-budaya masyarakat lokal untuk 
mengevaluasi dampak tambang terbuka di Papua Barat. 
Meskipun berbagai studi terdahulu telah menyoroti isu 
lingkungan dan sosial secara terpisah, kajian yang 

menghubungkan kedua aspek tersebut secara sistematis 
menggunakan basis data geospasial dan partisipasi 
masyarakat masih terbatas. Selain itu, belum ada penelitian 
komprehensif yang secara kuantitatif mengukur luas 
kehilangan hutan, tingkat kontaminasi tanah dan air, serta 
dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah 
ini.  

2. METODE PENELITIAN 
 

2.1. Lokasi dan Desain Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di tiga wilayah 

pertambangan terbuka di Provinsi Papua Barat, yaitu Teluk 
Bintuni (1°57′–2°12′ LS; 133°02′–133°31′ BT), Kabupaten 
Fakfak (2°57′–3°20′ LS; 132°05′–132°45′ BT), dan Pulau 
Gag, Kepulauan Raja Ampat (0°28′–0°33′ LS; 129°50′–
130°05′ BT). Ketiga lokasi ini dipilih secara purposif 
karena mewakili variasi geologi dan ekosistem khas 
wilayah pesisir-pegunungan yang menjadi pusat eksplorasi 
nikel, tembaga, dan emas. 

Data citra satelit Landsat 8 OLI (periode 2013, 2018, 
dan 2024) serta Sentinel-2 MSI (periode 2016 dan 2024) 
digunakan untuk analisis spasial tutupan lahan dan 
perubahan vegetasi. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-
method yang mengombinasikan analisis spasial 
penginderaan jauh, kajian laboratorium lingkungan, serta 
penilaian sosial partisipatif. Desain ini dipilih untuk 
memperoleh pemahaman komprehensif mengenai 
hubungan antara dampak ekologis dan konsekuensi sosial-
budaya akibat aktivitas tambang terbuka [22], [24], [27]. 

 
2.2. Jenis dan Sumber Data 

Data terdiri dari data primer dan sekunder. Data 
primer mencakup: observasi lapangan, pengukuran 
kualitas lingkungan (tanah dan air), dan wawancara dan 
FGD dengan masyarakat lokal. Data sekunder meliputi 
citra satelit, laporan AMDAL, dan dokumen perusahaan 
maupun pemerintah daerah. Citra Landsat 8 dan Sentinel-2 
digunakan untuk mendeteksi perubahan tutupan lahan 
menggunakan kanal spektral NIR dan Red. Kombinasi 
kanal 5–4–3 (Landsat 8) dan 8–4–3 (Sentinel-2) digunakan 
untuk analisis vegetasi, dengan koreksi geometrik dan 
radiometrik dilakukan di ArcGIS Pro 3.2. 

Sampel tanah dan air diambil dalam radius 0–5 km 
dari titik pusat tambang, dengan tiga kategori jarak 
pengamatan: radius dekat (0–1 km), menengah (1–3 km), 
dan jauh (3–5 km). Analisis laboratorium dilakukan 
menggunakan Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) 
untuk menentukan kadar logam berat Pb, Cu, dan Zn [6]. 

Sementara itu, data sosial diperoleh melalui 
wawancara mendalam dan FGD terhadap ± 60 responden 
(masyarakat adat, tokoh kampung, aparat lokal, dan 
perwakilan industri tambang). Pengumpulan data sosial 
dilakukan dengan prinsip Free, Prior, and Informed 
Consent (FPIC) [19]. 

 
2.3. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dalam tiga tahapan 
utama berupa: 
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• Tahap pertama adalah data spasial dilakukan akuisisi 
citra satelit Landsat 8 (2013, 2018, 2024) dan 
Sentinel-2 (2016, 2024). Setelah koreksi geometrik 
dan radiometrik, klasifikasi penutupan lahan 
dilakukan dengan algoritma Supervised 
Classification (Maximum Likelihood). Sebanyak 150 
training sampel digunakan untuk setiap kelas (hutan 
primer, sekunder, area tambang, air, permukiman, 
dan lahan terbuka). Validasi hasil dilakukan dengan 
confusion matrix dan uji akurasi menggunakan 
Overall Accuracy (OA) dan koefisien Kappa (κ). 
Nilai OA dan κ ≥ 0,85 dianggap memenuhi kriteria 
akurasi tinggi [23], [28]. 

• Tahap kedua adalah pengambilan sampel 
lingkungan, dilakukan pada musim kering (Juni-
Agustus 2024) untuk meminimalkan bias hidrologi. 
Sampel tanah dan air diambil pada setiap zona radius 
(n = 18 untuk tanah, n = 12 untuk air). 

• Tahap ketiga adalah survei sosial, wawancara semi-
terstruktur dan FGD dilaksanakan dengan protokol 
etika dan FPIC. Data naratif dikoding tematik 
menggunakan NVivo 14 [29]. 
 

2.4. Analisis Data 
(a) Analisis Spasial 

Data spasial diolah menggunakan ArcGIS Pro 3.2 dan 
QGIS 3.34 untuk menghitung luas deforestasi, 
perubahan NDVI, dan fragmentasi ekosistem. NDVI 
dihitung dengan persamaan: 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑒𝑑

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝑒𝑑
 

 
dengan NIR dan Red berasal dari kanal 5 dan 4 
(Landsat 8) serta 8 dan 4 (Sentinel-2) [23], [30], [31]. 

(b) Analisis Laboratorium 
Konsentrasi logam berat dibandingkan dengan baku 
mutu tanah dan air berdasarkan Peraturan Pemerintah 
No. 22 Tahun 2021 [32]. 

(c) Analisis Sosial 
Data sosial dianalisis dengan descriptive thematic 
coding untuk mengelompokkan persepsi masyarakat 
menjadi kategori: dampak lingkungan, kesehatan, 
ekonomi, dan sosial-budaya. 

(d) Analisis Statistik Integratif 
Korelasi antara tingkat deforestasi dan indeks sosial 
diuji menggunakan korelasi Pearson, dengan tingkat 
signifikansi α = 0,05 dan n = 60 responden. Nilai R² 
digunakan untuk menentukan kekuatan hubungan 
antara degradasi ekologis dan kesejahteraan sosial. 
Analisis dilakukan menggunakan IBM SPSS 26. 

 
2.5. Validasi dan Etika Penelitian 

Penelitian memperoleh persetujuan etik dari LPPM 
Universitas Papua (Nomor: 12/UNIPA/LPPM/2024). 
Partisipan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian 
dan memberikan persetujuan sukarela sesuai prinsip FPIC 
[19]. Validasi dilakukan melalui triangulasi sumber 
(lapangan, citra, dan dokumen perusahaan) serta member 
checking untuk memastikan keakuratan interpretasi data. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1 Dinamika Deforestasi dan Degradasi Ekosistem 
Analisis multitemporal menunjukkan bahwa tingkat 

deforestasi di tiga wilayah pertambangan terbuka, yaitu 
Teluk Bintuni, Fakfak, dan Pulau Gag, meningkat 
signifikan sepanjang 2013–2024, seperti yang ditunjukkan 
pada Gambar 1. Pulau Gag mencatat kehilangan tutupan 
hutan tertinggi, mencapai 1.560 ± 45 ha pada tahun 2024, 
diikuti Teluk Bintuni (1.245 ± 30 ha) dan Fakfak (890 ± 25 
ha). Interval kepercayaan 95% dihitung berdasarkan variasi 
spasial antar-piksel hasil klasifikasi. 

Pada Gambar 2, hubungan negatif antara luas 
deforestasi dan indeks vegetasi (NDVI) menunjukkan 
bahwa semakin luas area terbuka, semakin rendah 
kerapatan vegetasi alami. Nilai NDVI rata-rata menurun 
dari 0,78 ± 0,02 (2013) menjadi 0,40 ± 0,03 (2024). 
Penurunan ini selaras dengan hasil penelitian Paijmans dan 
Löffler [3] yang menemukan pemulihan vegetasi di bawah 
60% bahkan setelah satu dekade reklamasi. Peningkatan ini 
menggambarkan tekanan ekosistem yang kuat di wilayah 
pesisir dan perbukitan yang sebelumnya tertutup vegetasi 
primer.  

 

 
Gambar 1. Tren deforestasi di wilayah tambang terbuka papua 

barat (2013-2024). Data spasial diperoleh dari akuisisi citra 

satelit Landsat 8 (2013, 2018, 2024) dan Sentinel-2 (2016, 2024) 

dan diolah dengan ArcGIS Pro 3.2 dan QGIS 3.34 (tahun 2023) 

untuk menghitung luas deforestasi. 

3.2. Kualitas Lingkungan: Kadar Logam Berat pada 
Tanah dan Air  

Analisis laboratorium terhadap sampel tanah 

menunjukkan peningkatan logam berat Pb dan Cu di 

seluruh lokasi studi. Pada tahun 2024, kadar Pb berkisar 

antara 3,8–5,2 mg/kg, sedangkan kadar Cu mencapai 6,4–

8,2 mg/kg, melampaui ambang batas baku mutu tanah 

pertanian (4,0 mg/kg untuk Pb dan 5,0 mg/kg untuk Cu; PP 

No. 22 Tahun 2021 [32]). Peningkatan konsentrasi logam 

berat berkorelasi positif dengan jarak kedekatan area 

operasi tambang, terutama di zona pembuangan tailing dan 

area pengangkutan mineral. 

Analisis laboratorium pada Tabel 1 menunjukkan 

peningkatan signifikan kadar logam berat Pb dan Cu pada 

seluruh lokasi studi. Nilai rata-rata dan deviasi standar 

https://doi.org/10.31849/teknik.v19i1
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dihitung dari tiga radius pengamatan (0–1 km, 1–3 km, 3–

5 km) untuk setiap lokasi tambang. 

 
Tabel 1. Kadar Logam Berat (Pb dan Cu) pada Tanah di Tiga 

Lokasi Tambang (mg/kg) 

Lokasi 
Pb (mean 

± SD) 

Cu (mean 

± SD) 

Baku Mutu (PP 

No. 22/2021) 

Teluk 

Bintuni 
4,8 ± 0.3 7,5 ± 0.4 Pb = 4,0; Cu = 5,0 

Fakfak 3,9 ± 0.2 6,4 ± 0.3 Pb = 4,0; Cu = 5,0 

Pulau 

Gag 
5,2 ± 0.4 8,2 ± 0.5 Pb = 4,0; Cu = 5,0 

 

 

 
Gambar 2. Hubungan NDVI dan kadar Cu di lokasi tambang. 

 Semua nilai Pb dan Cu melampaui baku mutu 

lingkungan nasional [25], dengan peningkatan terbesar 

pada zona radius dekat (0–1 km) yang berasosiasi dengan 

area pembuangan tailing [6]. Hubungan antara NDVI dan 

kadar Cu menunjukkan korelasi negatif (R² = 0,71), yang 

berarti akumulasi logam berat menghambat regenerasi 

vegetasi alami. Hal ini konsisten dengan temuan Hamuna 

et al. [6] dan [6], [15], yang menyatakan bahwa logam berat 

mengganggu fungsi fisiologis tumbuhan dan menurunkan 

biomassa vegetasi. Dampak ekologis tersebut berpotensi 

menurunkan kemampuan tanah untuk mendukung 

kegiatan pertanian subsisten masyarakat lokal, yang masih 

bergantung pada hasil kebun dan sumber daya hutan. 

 

3.3. Dampak Sosial dan Persepsi Masyarakat  

Hasil survei sosial memperlihatkan adanya 

penurunan indeks kepuasan sosial masyarakat di 

sekitar tambang dari rata-rata 85 poin pada 2013 

menjadi 54 poin pada 2024, dengan nilai terendah 

tercatat di Pulau Gag (49 poin). Indeks ini disusun 

dari 15 butir pertanyaan mencakup empat dimensi 

utama: (1) kualitas lingkungan, (2) ekonomi rumah 

tangga, (3) kesehatan, dan (4) budaya lokal. Skala 

yang digunakan adalah Likert 1–5, dengan total skor 

distandarkan menjadi 0–100. Reliabilitas instrumen 

diuji menggunakan Cronbach’s α = 0,86, 

menunjukkan konsistensi internal yang baik. Analisis 

korelasi pada data Gambar 3 menunjukkan hubungan 

negatif kuat (R² = 0,78) antara luas deforestasi dan 

indeks sosial. Ini mengindikasikan bahwa degradasi 

lingkungan berkontribusi signifikan terhadap 

ketidakpuasan sosial dan meningkatnya potensi 

konflik. 

 

 
Gambar 3. Hubungan deforestasi dan indeks kepuasan 

sosial masyarakat 2024. 

Wawancara mendalam mengungkapkan empat 

isu dominan: 

(1) hilangnya akses terhadap lahan dan sumber daya 

tradisional; 

(2) penurunan kualitas air dan hasil pertanian; 

(3) perubahan pola budaya dan nilai komunitas 

adat; serta 

(4) ketidakjelasan mekanisme kompensasi dan 

keterlibatan masyarakat dalam pengambilan 

keputusan. 

 

Temuan ini mendukung analisis Ballard & 

Banks [5] dan Kirsch [33], yang menekankan bahwa 

konflik sosial di kawasan Melanesia bukan sekadar 

persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan 

penguasaan ruang dan otonomi masyarakat adat 

dalam menentukan arah pembangunan lokal. 

                     
3.4. Implikasi terhadap Kebijakan Mitigasi dan Tata 
Kelola 

Hasil menunjukkan keterkaitan erat antara indikator 
ekologis (deforestasi, NDVI, logam berat) dan sosial 
(indeks kepuasan masyarakat). Oleh karena itu, pendekatan 
pengelolaan tambang terbuka di Papua Barat harus bersifat 
lintas-disiplin. 

Rangka mitigasi yang direkomendasikan meliputi: 
(a) reklamasi progresif dengan spesies endemik Papua, (b) 
pemantauan independen kualitas tanah dan air yang 
melibatkan universitas lokal, dan (c) penerapan penuh 
mekanisme FPIC sebagaimana dianjurkan oleh World 
Bank [19] dan UNEP [18]. 

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip sustainable 
mining governance yang menekankan transparansi, 
akuntabilitas, dan keadilan sosial [34], [35]. Selain itu, hasil 
penelitian ini mengindikasikan perlunya penguatan 
regulasi pasca-tambang, khususnya terkait pemantauan 
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limbah tailing dan peran lembaga adat dalam evaluasi 
reklamasi [9], [36]. 

 

4. KESIMPULAN 
 

Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan mixed-

method yang mengintegrasikan penginderaan jauh, analisis 

laboratorium lingkungan, dan survei sosial pertisipatif 

sangat efektif dalam mengkaji pertambangan terbuka di 

Papua Barat. Pendekatan ini efektif untuk menilai 

keterkaitan antara dampak ekologis dan sosial akibat 

pertambangan terbuka di Papua Barat. Analisis 

penginderaan jauh mengungkap peningkatan deforestasi 

lebih dari seribu hektar dan penurunan NDVI dari 0,78 

menjadi 0,40, menandakan degradasi vegetasi yang serius. 

Hasil laboratorium menunjukkan kadar Pb dan Cu 

melebihi ambang batas baku mutu, sedangkan survei sosial 

memperlihatkan penurunan signifikan kesejahteraan 

masyarakat. Korelasi negatif antara deforestasi dan indeks 

sosial menegaskan bahwa kerusakan lingkungan 

berdampak langsung pada ketidakstabilan sosial. Dengan 

demikian, keberlanjutan pertambangan menuntut tata 

kelola yang tidak hanya berorientasi teknis, tetapi juga 

memperhatikan keadilan sosial dan ekologis melalui 

reklamasi progresif dan pemantauan independent.  

Kedepannya dapat diterapkan teknologi partisipatif 

berbasis digital dapat memperkuat keterlibatan masyarakat 

adat dalam pemantauan lingkungan. Secara keseluruhan, 

penelitian ini berkontribusi pada pengembangan tata kelola 

pertambangan yang lebih berkelanjutan, partisipatif, dan 

berkeadilan sosial-ekologis, sekaligus membuka ruang 

bagi inovasi metodologis dan penelitian lintas-disiplin di 

masa depan. 
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